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Abstract 

The trend of increasing the number of disputes dispute assignment in religious courts at least shows that the dispute over the distribution of the estate remains a special polemic for people's lives. The unification of unruly inheritance was also a contributing factor to the increasing number of petitions of the heir to the court. Indeed, the problem of distribution of intangible assets that is not done fairly will potentially damage fraternity. To avoid such problems, it is necessary to look back at the wisdom of our ancestors in addressing the problems of the inheritance law dispute. One can be found in the manuscript "that will be the inheritance of the dead" can at least be used as a jurisprudence to the settlement of the estate dispute. Hopefully, with such jurisprudence will be able to provide alternative solutions for the establishment of heirs. Moreover, with the discovery of the jurisprudence records will also be used as a consideration material to immediately realize the unification of the inheritance law, hopefully will also be able to reduce property disputes.

Abstrak 

Tren peningkatan jumlah perkara sengketa penetapan ahli waris di pengadilan agama setidaknya menunjukkan bahwa sengketa pembagian harta waris masih menjadi polemik tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Unifikasi terhadap hukum waris yang tidak dapat dilakukan ternyata juga menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya jumlah permohonan perkara penetapan ahli waris di Pengadilan. Memang masalah pembagian harta warisan yang tidak dilakukan dengan adil akan berpotensi merusak hubungan persaudaraan. Untuk menghindari masalah tersebut, perlu kiranya untuk melihat kembali kearifan nenek moyang kita dalam mengatasi permasalahan sengketa hukum waris. Salah satunya dapat ditemukan dalam naskah “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” setidaknya dapat digunakan sebagai yurispudensi terhadap penyelesaian sengketa harta waris. Harapannya, dengan yurispudensi tersebut akan dapat memberikan alternatif solusi bagi penetapan ahli waris. Selain itu, dengan ditemukannya catatan yurispudensi tersebut juga akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk segera merealisasikan unifikasi hukum waris, diharapkan juga akan dapat mengurangi sengketa harta waris.
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Pendahuluan
Hukum waris yang diterapkan di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang telah ditetapkan sejak 1847 dan diberlakukan mulai Januari 1948. Meskipun undang-undang telah telah menetapkan pengaturan terhadap pembagian harta waris, perebutan harta waris tetap saja terjadi. Sengketa harta waris adalah masalah yang sering muncul akibat dari ketidakberterimaan anggota keluarga terhadap ketetapan pembagian harta waris yang telah ditetapkan, yang dianggap telah menodai unsur rasa keadilan. Di Indonesia sendiri, selain hukum waris yang telah ditetapkan terdapat pula hukum adat yang sebagaimana mestinya telah dipatuhi sejak dulu karena dianggap hukum yang berdasarkan pada kebiasaan dari leluhur suatu tempat. Hilman Hadikusuma berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris Adat bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang menyampaikan sistem-sistem maupun pengaturan untuk pedoman dalam pembagian harta waris dari pewaris kepada ahli waris (Hadikusuma, 1990, p. 7).
Keberagaman kultur dan juga agama yang ada di Indonesia dapat dikatakan sebagai penyebab tidak dapat dilakukannya unifikasi terhadap hukum waris. Akibatnya, hukum waris yang digunakan pada tiap individu berbeda, tergantung pada hukum apa yang dijadikan pedoman pada pembagian harta warisan kepada ahli waris. Keberagaman hukum waris inilah yang akan mempersulit proses pengadilan sengketa harta waris yang diajukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Umransyah Alie dalam artikelnya yang berjudul Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Perspektif Perbandingan telah melakukan perbandingan hukum waris adat dan juga hukum waris Islam, tetapi dalam penelitian Umransyah tidak menyebutkan hukum waris mana yang sekiranya dapat dijadikan hukum pedoman dalam melakukan pembagian hukum waris. Penulis kemudian menggunakan objek kajian berbeda, tetapi dengan metode yang sama, yaitu metode perbandingan. Dengan dilakukannya kajian ini, penulis akan menunjukkan bahwa ada yurispudensi hukum yang dapat digunakan sebagai alternatif pedoman bagi penyelesaian sengketa pembagian harta waris di Indonesia.

Dalam artikel ini, penulis akan melihat faktor utama penyebab munculnya sengketa harta waris. Dilihat dari penggunaan hukum waris yang digunakan pada saat dilakukannya pembagan harta waris. Dengan demikian kajian terhadap teks “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati.” Dapat menunjukkan alternative lain. Dengan dilakukannya perbandingan tersebut, penulis dapat menunjukkan bahwa aspek yurispudensi hukum waris semestinya perlu mendapatkan perhatian yang sepatutnya agar keberadaannya digunakan untuk dijadikan alternatif pedoman bagi penyelesaian sengketa pembagian harta waris yang kerap terjadi di masyarakat. Selain itu, diharapkannya dapat mendorong untuk segera direalisasikan sebuah keputusan atau ketetapan unifikasi hukum waris yang berlaku di Indonesia dengan mengedepankan aspek keadilan.

Objek kajian dari penelitian ini merupakan salah satu naskah koleksi dari perpustakaan nasional Prancis yang mana disediakan dalam benduk digital sehingga dapat diakses dengan lebih mudah. Naskah ini memiliki jenis tulisan yang mudah dibaca sehingga peneliti tidak mengalami kesulitan dalam proses transliterasi guna menghasilkan penilitian ini. Dengan jumlah halaman yang tertulis mencapai delapan belas halaman. Keunikan lainnya dari naskah ini ialah, naskah ini disalin menggunakan dua bahsa yang disalin berdampingan. Bahasa Belanda disisi kiri dan Bahasa Melayu disisi kanan.
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Gambar I. Halaman naskah
Sumber: (Perpustakaan Nasional Prancis 1892, p. 23)
Penelitian ini menggunakan metode yang dinilai sesuai untuk dijadikan kajian yaitu metode komparatif atau perbandingan yang diterapkan pada Naskah “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” dan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Metode perbandingan sebagaimana yang dijelaskan oleh Akhmad Haries dalam kajiannya mengenai metode perbandingan atau studi komparatif, dikatakan bahwa studi komparatif ialah sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan objek kajian dengan pembandingnya. Dalam hal ini, penulis membandingkan antara hukum waris yang berlaku di Indonesia dan hukum waris yang terdapat dalam teks “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” (Haries 2014:217–30)
Perbandingan ini akan dilakukan guna menunjukkan perbedaan dari isi kedua hukum waris tersebut. Hasil perbandingan tersebut akan digunakan sebagai sebuah alternatif yurispudensi hukum waris, di Indonesia. Dengan kata lain, untuk menampilkan sebuah alternatif rujukan bagi penyelesaian sengketa hukum waris yang dapat memenuhi rasa keadilan para pihak penerima harta waris sehingga dapat meminilisasi terjadinya perebutan hak waris ataupun sengketa harta waris yang dilakukan oleh ahli waris. 

Sebuah Konsep Tentang Harta Warisan
Warisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diwariskan. Hal ini juga dapat berarti bahwa warisan adalah sesuatu yang diwariskan atau diturunkan pada ahli waris. Sesuatu yang diwariskan dapat berupa, baik harta, utang, maupun amanat. Penentuan ahli waris akan dilihat dari kedudukan dalam keluarga. Ahli waris adalah orang-orang yang telah ditunjuk sebagai ahli waris sebagaimana disesuaikan dengan hukum yang digunakan sebagi rujukan.

I Gede A.B Wiranata mengatakan bahwa harta warisan dapat digolongkan menjadi beberapa,yaitu sebagai berikut; (1) Harta warisan adalah harta yang berasal dari pewaris yang telah wafat, yang kemudian akan dialih kepemilikan kepada ahli waris. Hal ini dapat disimpulkan bahwa harta waris ada saat pewaris telah wafat, baik ibu maupun ayah; (2) Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris, baik yang dimiliki sejak awal maupun bawaan serta harta yang kemudian bertambah selama masa hidupnya; (3) Harta peninggalan adalah harta yang dimiliki oleh pewaris, tetapi pewaris masih hidup. Dengan demikian, kepemilikan harta ini masih atas nama pewaris sah selama pewaris masih hidup. Termasuk di dalamnya ialah harta pusaka; (4) Harta pusaka. Harta ini digolngkanm menjadi harta pusaka tinggi dan juga harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi berasal dari zaman leluhur, yang dengan segala kondisi yang ada menyebabkannya tidak dapat dibagi-bagi dan dikatakan tidak pantas; (5) Harta perkawinan adalah harta yang dimiliki oleh setiap istri yang didapat setelah terjadi sebuah perkawinan (Wiranata, 2005, p. 20).
Ahli Waris

Berdasarkan pendapat Azhar Basyir yang menyatakan bahwa ada tiga golongan ahli waris yang sudah dibedakan berdasarkan hak ahli waris terhadap harta, maka tiga golongan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. Ahli waris dzawil furudl, ashabah dan dzawil arham. Dzawil furudl berada pada golongan ahli waris yang memiliki pembagian harta waris tertentu, yaitu 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6 dan 1/8. Adapun pada golongan ashabah merupakan golongan ahli waris yang pembagiannya dalam harta waris tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi apabila tidak ada ahli waris dzawil furudl maka ashabah akan mendapat keseluruhan dari harta waris yang ada. Jika ahli waris dzawil furudl hadir, maka ahli waris ashabah hanya akan mendapat hak atas harta yang tersisa dari hasil bagi waris kepada dzawil furudl dan jika ternyata tidak ada sisa harta sama sekali, maka ahli waris ashabah tidak akan mendapatkan bagian apapun dari harta warisan yang tersedia. Lalu yang terakhir adalah golongan dzawil arham yang kemudian termasuk dalam golongan ahli waris yang haknya atas harta warisan dikarenakan adanya hubungan kerabat dengan pewaris. Akan tetapi, dzawil arham tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan dhawil furudl dan ashabah. (Basyir, 1985, p. 24-27).

Sementara dalam teks“Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” disebutkan mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Di antaranya adalah suami atau isteri, anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, anak laki-laki angkat, anak perempuan angkat, dan juga fakir miskin. Dalam teks ini juga dijabarkan penggambaran apabila terjadi kondisi tertentu dalam pembagian harta waris terhadap ahli waris.

“Hanya bini hidup dan seorang anak laki laki dan seorang anak / perempuan dibahgi seperdualapan pada bini tujuh perduabelas pada / anak laki laki dan tujuh perduapuluh empat pada anak perempuan” (Perpustakaan Nasional Prancis, 1892, p. 11)

Kemudian dapat dilihat pula pada laquran mengenai ahli waris ini. Ditemukan diantaranya ialah Q.S An-Nisa ayat 12 sebagai beikut.
۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢ 

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun

Disebutkan di dalamnya para penerima harta waris beserta kondisi yang dialami ahli waris. Hal ini tentu saja tidak berbeda jauh dengan isi dari Naskah “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati”. Namun dalam naskah kemudian dijelaskan lebih terperinci lagi mengenai kondisi dari ahli waris.
Sistem Pewarisan
Berdasarkan hasil kajian Tri Prasetyo Wahyu Nugroho yang menjabarkan proses dari pewarisan melalui hasil wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Subur Susatyo. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa proses dari pewarisan sendiri bermula dari pewaris yang meninggal kemudian meninggalkan waris kepada ahli warisnya. Dari wawancara yang dilakukan Tri, didapati hal-hal penting yang dapat dijadikan perhatian sebagai berikut; (1) Adanya seseorang yang meninggal dunia sebagai ahli waris; (2) Ia meninggalkan harta peninggalan sebagai harta waris; (3) Pewaris meninggalkan ahli waris yang akan diwariskan harta waris; (4) Pemilihan hukum waris yang menjadi rujukan dalam pembagian harta waris. (Santoso, 2016, p. 6)
Dari pendapat Santoso tersebut, diketahui bahwa mengenai diharuskan adanya orang yang meninggal untuk melakukan proses pewarisan menjadikan salah satu penyebab sengketa hak waris sebab seringnya terjadi pembagian harta waris pada saat pewaris masih hidup. Ketika pembagian harta waris dilakukan pada saat pewaris masih hidup, maka akan terjadi perebutan harta waris dengan orang tua sebagai pewaris dari harta waris.

Jika dilihat dari naskah Hukum Waris dan juga ayat dalam Alquran pun menunjukan bahwa harta waris dapat dibagikan ketika pewaris telah meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat pada awal kalimat dari pengaturan harta waris baik dalam naskah maupun Alquran.
“Bahwa apabila seorang mati laki laki itu perempuan, yaitu baik ada  anaknya atau tiada maka yang hidup mengambil mas kawinnya dari  pada harta itu terlebih dihawal yang telah di bawanya. Karena tiada  ada bercampur harta adanya.”(Perpustakaan Nasional Prancis 1892, p. 10)
Dapat ditekankan pada kata “Bahwa apabila seorang mati” yang dapat pula dilihat pada salah satu ayat dari Q.S An-Nisa berikut ini.
يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦ 

176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat tersebut dapat ditenkan pada kata “jika seseorang mninggal dunia” setelah dilihat dari beberapa penekanan tersebut. Tentu saja salah satu penyebab terjadinya sengketa harta waris dapat diminimalisir.
Pembagian Harta Waris
Dalam alquran sebenarnya telah dijelaskan bagaimana pembagian harta waris menurut Islam. Namun hal ini sulit untuk dijadikan acuan utama dalam pembagian harta waris bagi seluruh rakyat Indonesia yang notabenenya memiliki ragam agama dan juga budaya. 

Salah satu ayat yang menjelaskan pembagian harta waris ini dapat dilihat pada Q.S An-Nisa ayat 11 sebagai berikut.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١ 

11. Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Jika mengikuti pembagian harta waris yang lebih terperinci dapat dilihat pada Naskah “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” yang diharapkan dapat membantu pembagian harta waris dengan lebih adil sesuai keadaan yang terjadi. Seperti pada kutipan berikut.

Pertama, bahwa apabila seorang mati laki laki itu perempuan, yaitu baik ada  anaknya atau tiada maka yang hidup mengambil mas kawinnya dari  pada harta itu terlebih dihawal yang telah di bawanya. Karena tiada  ada bercampur harta adanya. Kedua, bahwa seorang laki laki mati meninggalkan bini dengan tiada anak dan tiada sanak daripada lakinya. Maka dikeluarkan belanja menanam dia dan hutangnya. Surat yang diwasiatkan maka dibahgi empat dari pada harta laki. Seperempat pada bini dan tiga perempat kepada orang miskin. Ketiga, seorang laki-laki mati meninggalkan bini dan seorang anak laki laki atau lebih. Maka dibahgi begini rupa. Seperdualapan kepada bini, tujuh perdualapan pada anak laki-laki. Keempat, bahwa seorang laki laki mati meninggalkan bini dan seorang anak perempuan. Maka bininya dapat seperdualapan dan anak perempuan dapat setengah dan orang miskin dapat tiga perdualapan. Kelima, halnya apabila meninggalkan bini dan dua anak perempuan. Dibahgi orangnya demikian yakni seperdualapan pada perempuan, dua pertiga kepada dua anak perempuan dan lima perduapuluh empat pada orang miskin. (Perpustakaan Nasional Prancis 1892, p. 10)
Dikutip dari Naskah “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” yang hanya sebagian dari total keseluruhan 63 pasal mengenai pembagian harta waris dengan berbagaimacam kondisi. Penggunaan naskah ini sebagai pedoman dapat penulis katakana sebagai sebuah altenatif yang baik sebab dapat mencakup tidak hanya umat muslim namun seluruh rakyat Indonesia dari berbagai agama dan budaya. Hal ini disebabkan oleh naskah ini merupakan peninggalan dari leluhur yang dapat dikatakan bahwa prihal perebutan harta waris ini telah difikirkan sejak dulu hingga menghasilkan sebuah solusi yaitu Naskah “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” yang tidak hanya menjelaskan secara umum melainkan secara lebih terperinci.
Sengketa Harta Waris

Segketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertikaian atau perselisihan (Indonesia 2008). Terkait dengan harta waris, maka sengketa yang dimaksudkan ialah pertikaian atau perselisihan terhadap pembagian harta warisan yang telah diberikan sesuai dengan hukum waris yang digunakan. Namun selain berdasar pada hukum waris yang digunakan, ahli waris yang melakukan sengketa harta waris dapat pula berdasar dari hasil wasiat pewaris. Sengketa harta waris akan dilakukan oleh ahli waris yang tidak puas dengan hasil pembagian harta waris tersebut.

Sengketa waris kepada pengadilan akan dirujuk pada hukum perdata yang sudah diatur dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan bahwa ”Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu” (Santoso, 2016, p. 8)
Setelah pengajuan terhadap sengketa harta waris, maka akan dimasukkan ke dalam pengadilan negeri. Lalu, permasalahan sengketa harta waris tersebut akan masuk ke dalam sistem pengadilan hukum perdata. Dengan mendatangkan bukti-bukti otentik kepemilikan terhadap harta waris. Setelahnya jika terbukti kepemilikan dari harta waris benar adanya, maka akan dinyatakan sebagai pemilik harta waris yang diperebutkan.

Dalam Naskah “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” yang dijadikan objek kajian dalam artikel ini diketahui bahwa pembagian harta waris disebutkan dalam 63 perkara yang menentukan tata cara pembagian harta waris. Beberapa perkara tersebut sering dijadikan permasalahan sengketa hak waris di Indonesia belakangan ini. Di antaranya adalah harta waris yang sudah ditentukan pada saat kedua orang tua masih hidup. Perkara ini tidak dijelaskan secara panjang – lebar dalam teks “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” sebagaimana mestinya. Karena perkara semacam ini memang tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam. Sebagaimana pengertian harta waris yang menyatakan bahwa harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh orang tua ketika mereka meninggal. 

Sengketa harta waris belakangan ini terus saja terjadi disebabkan oleh adanya anggapan bahwa tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam pembagian harta waris yang telah dilakukan. Sebelum pembahasan dari penulis pun, sudah banyak kajian mengenai sengketa harta waris. Akan tetapi, permasalahan mengenai sengketa harta warisan ini pun tetap berlanjut bahkan kecenderungannya semakin meningkat. Padahal, hukum waris yang telah ditetapkan oleh Islam dan secara jelas ditegaskan tentang proporsi yang harus dibagikan serta para pihak yang berhak menerima harta warisan tersebut. Hal ini berbeda dengan mekanisme pembagian harta waris bila mengacu pada hukum adat. Hal itu disebabkan bahwa ketentuan pembagian dalam hukum adattidaklah mutlak. Hukum adat menganut sistem siapa yang lebih memerlukan, maka ia akan mendapatkan lebih (Tamakiran, 1987, p. 71)
Perbandingan Terhadap Hukum Perdata dan Naskah “Bahwa Akan Hal Waris Waris dari Pada Orang Mati”

Dalam kajian kali ini, penulis membandingkan hukum waris yang berlaku di Indonesia dan juga hukum waris yang terdapat pada teks “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati”. Naskah yang digunakan ialah naskah yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Prancis dengan nomor inventarsisasi naskah: Malayo-Polynesian 40. 

Naskah yang akan dikaji ini akan menjelaskan tentang sistem pembagian harta waris kepada ahli waris sesuai dengan keadaan yang dialami oleh ahli waris. Berikut ini beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam teks “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati”. 

Perkara pertama ialah mengenai masalah hutang yang ditinggalkan oleh suami, maka akan dibayarkan oleh ahli waris. 

“Bahwa seorang laki laki mati meninggalkan bini dengan tiada anak dan tiada / sanak daripada lakinya maka dikeluarkan belanja menanam dia dan hutangnya / surat yang diwasiatkan maka dibahgi empat dari pada harta / laki seperempat pada bini dan tiga perempat kepada orang miskin” (Perpustakaan Nasional Prancis, 1892, p. 10) 
Hal itu memiliki kesamaan konsep dengan bunyi pasal 123 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa hutang kematian yang ditinggalkan akan dibayarkan oleh ahli waris 

“Semua utang kematian, yang terjadi setelah seorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu” (Perdata, 2008, p. 17) 
Perbandingan tersebut jelas menujukkan tentang persamaan isi dan konsep, baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun teks “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati”. Namun demikian, terdapat sedikit perbedaan yang terkait dengan jumlah pasti dari pembagian harta waris tersebut. Dalam teks “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” ditentukan dengan terperinci mengenai jumlah harta waris yang dapat diterima oleh ahli waris. akan tetapi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara terperinci jumlah pembagian terhadap harta waris. 

Dirujuk dari tidak ada perincian pasti mengenai jumlah harta waris yang dapat diterima oleh ahli waris yang disahkan oleh negara menjadi salah satu kemungkinan penyebab ketidakberterimaan ahli waris terhadap pembagian harta waris berdasarkan hukum yang digunakan. Padahal, penetapan secara pasti terkait dengan jumlah besaran pembagian harta waris, baik berdasarkan pada hukum negara, agama mupun adat tentu akan sangat diharapkan tingkat kepastian hukumnya sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris dan sekaligus juga diharapkan mampu mengurangi permasalahan sengketa hukum waris di Indonesia. 

Eman berpendapat bahwa hukum mengenai pembagian harta warisan ini belum dapat diunifikasi sehingga pengaturan yang disahkan oleh negara belum dapat ditetapkan secara spesifik (Suparman & Gunarsa, 2005, p. 5). Salah satu faktor penyebabnya adalah Indonesia memiliki keragaman agama dan suku budaya. Tentu saja, hal tersebut membawa konsekuensi logis yang jelas bahwa masing-masing agama atau suku budaya terkadang memiliki tata cara atau sistem aturan hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut jelas akan menimbulkan permasalahan tersendiri apabila kemudian negara secara “sepihak” menetapkan jumlah besaran pembagian harta warisan. Meskipun peraturan tersebut diambil berdasar pada salah satu hukum agama ataupun hukum adat. 

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Mochtar. Beliau menyatakan bahwa unifikasi hukum waris tidak dapat dilakukan akibat dari faktor kultural, keagamaan, dan sosiologi (Kusumaatmadja, 1975, p. 12). Setidaknya, dengan adanya kajian terhadap yurispudensi hukum waris yang terdapat pada naskah-naskah kuno ini dapat dijadikan salah satu opsi yang memungkinkan agar segera ditetapkanya unifikasi hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena biasanya banyak pihak merasa kesulitan untuk melacak yurispudensi hukum warisan ketika keterbatasan akses dan kemampuan untuk dapat melihat catatan-catatan atau arsip sejarah. Selain itu, penggunaan naskah kuno yang dipandang netral karena kehadirannya sejak dulu dan tidak memihak pada kepentingan penjajah. 

Adapun teks “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” ini juga disebutkan terkait dengan perincian yang secara jelas dan pasti dari jumlah pembagian harta waris kepada ahli waris yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat pembagian harta waris terjadi. Hal ini terlihat melalui kutipan berikut.

“Demikian jua apabila ada lebih anak laki-laki dan anak perempuan maka / tentulah seperdualapan pada bini maka anak laki-laki sebahgian lebih dari pada anak perempuan” (Perpustakaan Nasional Prancis, 1892, p. 11)
Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diasumsikan bahwa keberadaan naskah “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” dapat memberikan sedikit bantuan bagi penyelesaikan sengketa hukum waris di Indonesia. Bahwa keberadaan naskah tersebut dapat dijadikan salah satu sumber rujukan yurispudensi bagi Kitab Undang-Undang Perdata, khususnya terkait dengan perincian pembagian proporsi harta warisan dilihat dari jumlah ahli waris hingga posisi ahli waris dalam keluarga. Melalui penjelasan mengenai alasan dari jumlah pembagian harta waris inilah yang nantinya akan dapat dijadikan salah satu dasar rujukan yurispudensi hukum waris bagi alternatif penyelesain sengketa hukum waris dengan baik karena telah memegang teguh prinsip keadilan. 

Adapun perkara ke-6 dalam teks “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” adalah sebagai berikut.

 “Seorang mati meninggalkan bini dan tiga anak perempuan di/bahgi begini seperdualapan pada bini tiga perempat pada anak / perempuan dan seperdualapan pada [orang]  miskin dan kiaskan jikalau ada lagi anak anak”(Perpustakaan Nasional Prancis, 1892, p. 11)
Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diasumsikan bahwa keberadaan naskah “Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati” dapat memberikan sedikit bantuan bagi penyelesaikan sengketa hukum waris di Indonesia. Bahwa keberadaan naskah tersebut dapat dijadikan salah satu sumber rujukan yurispudensi bagi Kitab Undang-Undang Perdata, khususnya terkait dengan perincian pembagian proporsi harta warisan dilihat dari jumlah ahli waris hingga posisi ahli waris dalam keluarga. Melalui penjelasan mengenai alasan dari jumlah pembagian harta waris inilah yang nantinya akan dapat dijadikan salah satu dasar rujukan yurispudensi hukum waris bagi alternatif penyelesain sengketa hukum waris dengan baik karena telah memegang teguh prinsip keadilan. 
Kesimpulan
Warisan yang telah diturunkan oleh pewaris tidak hanya menurunkan hartanya melainkan dapat menurunkan pertikaian antar ahli waris akibat pembagian harta waris. Ketidakpastian terkait rincian jumlah pasti terhadap harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris menimbulkan perasaan tidak adil dari pihak ahli waris.

Dengan beragam faktor yang menyebabkan hukum waris tidak dapat diunifikasi juga menajadi salah satu alasan kuat. Dalam hal ini harta waris akan dibagikan berdasar hukum waris yang digunakan oleh pewaris yang dapat dikatakan tidak diatur secara sah dalam hukum perdata. Hingga pengadilan akan kesulitan apabila ahli waris yang mengajukan sengketa harta waris tidak menerima hasil keputusan pengadilan berdasarkan hukum perdata sedangkan hukum waris yang digunakan pada saat pembagian hukum waris bukanlah hukum perdata.

Dari permasalahan tersebut peneliti melakukan perbandingan terhadap hukum perdata dan juga hukum waris yang dalam Naskah Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati. Hasil dari pebandingan menunjukan bahwa penggunaan Naskah Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati yang bersifat netral dan jelas diharapkan dapat membantu permasalahan sengketa harta waris yang kerap terjadi di Indonesia. Sebab berdasarkan hasil perbandinagn dapat dilihat bahwa Naskah Bahwa Akan Hal Waris Waris Dari Pada Orang Mati menjelaskan dengan rinci beserta kondisi yang ditemui pada saat proses pembagian harta waris.
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